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	The circulation of cosmetics that do not meet the regulations until now is still circulating in the Pekanbaru City area, The controlling form carried out by the Food and Drug Supervisory Agency in Pekanbaru is expected to be able to supervise the circulation of cosmetics and the circulation of cosmetic products must be in accordance with the provisions and must be safe for the public to use. The purpose of this study is to analyze the supervision of cosmetics circulating in Pekanbaru City by the Food and Drug Supervisory Hall in Pekanbaru, which is a non-ministerial government institution and works in the field of supervision of both medicine and food and knows what obstacles are encountered. The theory used is the supervision phase by Manullang, which contains three indicators: establishing standards, assessment rating, and assessment improvements. The Research Type is Qualitative Descriptive and performs data collection based on interviews and documentation. The conclusion of this study is that the supervision conducted by the Food and Drug Supervisory Hall on cosmetics was carried out but not optimal enough. The obstacles to cosmetic supervision in Pekanbaru are the lack of specificity of the division of labor duties in the examination section, the lack of participation in choosing the use of cosmetic products they use, the lack of attention in legal awareness, and the absence of cosmetic business operators so this can reduce the optimality of supervision carried out by the Food and Drug Supervisory Hall in Pekanbaru City.
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PENDAHULUAN
[bookmark: _Toc119491517]Penggunaan kosmetik untuk menjaga penampilan sudah menjadi kebutuhan sekunder masyarakat, tidak lagi hanya sebagai sarana perawatan wajah atau make up bagi wanita, tetapi mengacu pada kebutuhan semua kalangan. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) ialah sebuah lembaga pemerintah non kementerianyang berdasar pada Peraturan Nomor 22 Tahun 2020 Badan Pengawas Obat dan Makanan RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Teknis Badan POM. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengecekan sebelum produk diedarkan juga setelah diedarkan untuk memerikan kelayakan dan mutu kosmetika yang akan digunakan masyarakat. 
Alur pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru ialah:


[bookmark: _GoBack]
Pengawasan Kosmetik


Pre Market
Post Market


[bookmark: _Toc131854334]Gambar 1. 1 Bentuk Pengawasan  BBPOM di Pekanbaru
Pengawasan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindakan menjaga kualitas kelayakan dalam penggunaan kosmetik bagi konsumen. Menurut Balai Pengawas Obat dan Makanan ciri-ciri kosmetik Ilegal ialah :
1. Kemasan tidak menyertakan label/tanda yang memuat keterangan secara keseluruhan, yang terdiri dari produk kosmetik, manfaat, tata pemakaian, komposisi, negara yang memproduksi, domisili pemohon notifikasi, takarani isi, kadaluwarsa, pemberitahuan, dan nomor notifikasinya
1. Tidak mencantumkan Izin Pengedaran.
1. Tidak mencantumkan tanggal Kadaluwarsa.
[bookmark: _Toc131854279][bookmark: _Toc119490718]Tabel 1. 1 Daftar Kosmetik yang Ilegal dan Terdapat Kandungan Berbahaya
	No
	Nama/Jenis Kosmetik
	Jenis Pelanggaran

	1
	CLB Glow Skin Care Face Toner
	Ilegal dan mengandung bahan berbahaya

	2
	CLB Glow Skincare All in One Cream 
	Ilegal dan mengandung bahan berbahaya

	3
	Collagen Plus Vit E Day n Night Cream 
	Ilegal dan mengandung bahan berbahaya

	4
	Collagen Plus Vit E Day n Night Cream 
	Ilegal dan mengandung bahan berbahaya

	5
	Temulawak Cream 701
	Ilegal dan mengandung bahan berbahaya

	6
	Paket Krim HN 
	Ilegal dan mengandung bahan berbahaya

	7
	Paket Krim Tabitha
	Ilegal dan mengandung bahan berbahaya

	8
	Madame Gie Sweet Cheek Blushed 03, Madame Gie Nail Shell 14, Madame Gie Nail shell 10
	Mengandung bahan berbahaya (Mengandung Merah K10)

	9
	Casandra Lip Balm Care With Aloe Vera (Strawberry),Casandra Lip balm magicc (Strawberry), Casandra Lip Balm Magic (Orange)
	Mengandung bahan berbahaya (Mengandung Sudan III)

	10
	Loves me keep Color Trio Eyeshadow LM3044 04, Loves me the Matte Eyeshadow LM3016 02, Loves me the matte eyeshadow LM3022 04
	Mengandung bahan berbahaya (Mengandung Merah K10)

	11
	Miss Girl Eyeshadow Blush On N0.2, Miss Girl Eyeshadow Blush On No.3
	Mengandung bahan berbahaya (Mengandung Merah K3)

	12
	Miss Rose Matte 33 Orchid 7301-043B33, Miss Rose Matte Love Bug 7301-043B46, Miss Rose Matte 52 Americano 7301-043B52, Miss Rose Matte 50 Loved 7301-043B50
	Mengandung bahan berbahaya (Mengandung Merah K10 dan Merah K3)


Sumber : BBPOM Kota Pekanbaru, 2022
[bookmark: _Toc131854280][bookmark: _Toc119490719]Tabel 1. 2 Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik
	No
	Tahun
	Hasil Pemeriksaan Distribusi Kosmetik
	 Telah Memenuhi Ketentuan
	Tidak Memenuhi Ketentuan

	1
	2019
	108
	59
	49

	2
	2020
	69
	49
	20

	3
	2021
	69
	44
	25

	4
	2022
	123
	70
	53


Sumber: BBPOM di Pekanbaru, 2022
Berdasarkan  penjelasan diatas  diidentifikasi adanya masalah, yaitu:
1. Terdapatnya kosmetik ilegal yang  masih beredar.
1. Peredaran produk kosmetik dapat dilakukan secara digital.
1. Keikutsertaan masyarakat  pada  penggunaan kosmetik legal masih kecil.
Kosmetik yang tidak terdapat izin pengedaran bahkan belum teruji pada proses uji laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tidak memiliki adanya kepastian pada keamanan produknya, hal ini mendukung peneliti untuk melakukan penelitian, peneliti pun tertarik membahas lebih lanjut terkait Pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) pada kosmetik yang berada di Kota Pekanbaru.

METODE
Penelitian ini ialah penelitian Kualitatif menggunakan metode deskriptif, penelitian dilakukan dengan cara menganalisis kata-kata tertulis atau lisan dimana peneliti berusaha mengungkap fenomena berdasarkan fakta yang ada tanpa mengganggu kondisi yang ada. Sugiyono (2017:03), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif melibatkan data bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk interpretasi analitis atau naratif. Sedangkan Nazir (2003:54), menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah metode penelitian, objek penelitian, kondisi penelitian, ideologi atau jenis peristiwa. Penelitian kualitatif pendekatan deskriptif ialah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) dan berhubungan antara fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengawasan Kosmetik Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru.
Pengawasan adalah proses pemantauan yang dilakukan secara terencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk perbaikan selanjutnya dengan tindakan korektif dalam penyempurnaan yang lebih lanjut, pengawasan juga merupakan suatu kegiatan yang berguna untuk memastikan tujuan dan harapan organisasi tercapai. Pengawasan merupakan proses yang sangat penting karena:
1. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan terhadap tujuan organisasi dapat berjalan  dengan baik.
1. Menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pencapaian tujuan yang hendak  dicapai.
1. Berguna pada penilaian apakah laporan kegiatan yang terlaksana dalam organsasi dapat  menjelaskan hal yang dilaksanakan dan terjadi sesuai dengan tujuan yang telah diperkirakan sebelumnya.
Manullang pada bukunya Dasar-Dasar Manajemen menerangkan bahwa untuk mencapai tujuan perlu melibatkan beberapa fase pengawasan, diantaranya:
1. Menetapkan standar
1. Mengadakan penilaian 
1. Melakukan tindakan perbaikan 
Menetapkan Standar
Menetapkan standar ialah tolak ukur yang dipakai dalam mengetahui pelaksanaan pekerjaan bagi suatu organisasi. Berdasarkan Putusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetika menerangkan penggunaan kosmetik ialah suatu kebutuhan bagi masyarakat, untuk memberikan perlindungan bagi pengguna kosmetik pada sesuatu yang memberikan efek negatif maka perlu mencegah pembuatan dan peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persayaratan baik dalam mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Kemasan, label, izin edar dan kadaluwarsa merupakan hal yang terlibat penting dalam standar pengawasan kosmetik. Standar digunakan untuk menilai kesalahan yang terdapat dan standar pun memuat operasional prosedur kegiatan pengawasan yang diadakan dan direncanakan dan terarah oleh pelaksana kegiatannya.  Dalam melihat kegiatan pengawasan terjalankan perlu adanya:
1. Standar Pengawasan 
Standar pengawasan yang wajib dilakukan ialah jalan pengawasan yang telah dirancangkan sebelumnya oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pada subbagian pemeriksaan. Tahap pengawasan menjadi patokan untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan tujuan, pokok, dan fungsi sesuai dengan langkah kegiatan yang bersangkutan. Standar kegiatan pengawasan dilakukan oleh pihak Balai Besar POM berdasar pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan No. 22 Tahun 2020 tentang organisasi dan pelaksanaan kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada pasalnya yang ke14  menerangkan tugas  BBPOM terlaksana sesuai dengan keterampilan dan keahlian.
 Fungsi dari  adanya Standar Operasional Prosedur adalah sebagai landasan pelaksanan kegiatan yang akan dilakukan. Pengawasan langsung dilakukan di Pekanbaru oleh BBPOM mengenai pengawasan Kosmetik oleh subfugsi pada pemeriksaan. BBPOM di Pekanbaru melakukan pegawasan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara umum yaitu:

Melakukan tindakan perbaikan

Pengawasan yang dilakukan sesuai dengan standar
Melakukan pemeriksaan atau kegiatan pengawasan pada kosmetik

Menentukan standar kegiatan pengawasan


		


Sumber: BBPOM di Pekanbaru, 2022
1. Pembagian Tugas 
Pembagian tugas yang terarah pada suatu instansi atau organisasi dapat menuntun tujuan terlaksana dengan terarah dikarenakan terdapatnya klasifikasi pada pelaksanaan fungsi ataupun pekerjaan yang mampu mengarahkan sumber daya manusia terkait untuk mengerjakan perkerjaan dan fungsi yang mereka emban, masing- masing pelaksana ataupun sumber daya manusia akan bekerjasama. Pembagian tugas telah terarah dan terstruktur dimana dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan kosmetika di Pekanbaru oleh BBPOM ditugaskan pada subbagian pemeriksaaan dan subbagian komunikasi dan informasinya, jumlah pegawai yang bekerja pada bidang tersebut, ialah berjumlah:
1. Bagian Pemeriksaan 18 orang
1. Bagian Informasi dan Komunikasi 6 orang
[bookmark: _Toc133527789][bookmark: _Toc131974709]Melakukan Tindakan Penilaian
Penjelasan yang terdapat pada  pelaksanaan tindakan penilaian adalah setiap sumber daya manusia yang melakukan pengawasan membuktikan tidak atau terdapatnya penyimpangan, dan setiap kegiatan harus sesuai dengan ketetapan yang ada, Indikator pelaksanaan tindakan penilaian adalah:
1. Pemantauan pengawasan Kosmetik
Peninjauan pada pengawasan kosmetik di Pekanbaru oleh BBPOM  dilaksanakan pada subbagian pemeriksaaan yang terjun ke lapangan langsung. Kepala Bagian fungsi pemeriksaan akan memberikan tindakan pada pemeriksaan kosmetik yang melanggar ketentuan. Tentunya hal ini  bertujuan untuk memberikan pemantauan bagi pedagang kosmetik yang menjual produk tidak sesuai dengan ketentuan yang dapat mengakibatkan efek samping buruk bagi konsumen yang memakai produknya.
1. Laporan Langsung
Laporan Langsung adalah dengan adanya pemberitahuan atau informasi yang dilakukan dalam bentuk aduan, kritikan atau tanggapan yang diberi oleh konsumen selaku orang yang pasti terlibat langsung pada pemakaian kosmetik. Hal ini pun mampu menggambarkan  sejauh mana kedisplinan dari penjual kosmetik pada pemasaran pada produk yang mereka jual.
1. Melakukan Pembinaan
Dalam melihat adanya kepedulian pada penjual kosmetik maupun pada masyarakat yang menggunakan langsung (konsumen) pada produk kosmetik pihak BBPOM melaksanakan kegiatan pembinaan. Pembinaan dapat berbentuk pengenalan terhadap produk-poduk yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan, sedangkan bentuk pembinaan padai masyarakat bisa dengan melaksanakan kegiatan penyampaian berbentuk edukasi dan pengetahuan dalam sosial media, pembinaan yang dilakukan bagi masyarakat diharap mampu memberikan adanya pemahaman pada pemakaian kosmetik yang tidak sesuai dengan ketetapan yang dapat memberikan dampak buruk yang terkena di rentan waktu pemakaian dalam jangka yang cukup lama. Pembinaan yang dilaksanakan untuk masyarakat dinilai masih kurang efisien karna masih adanya masyarakat sebagai konsumen yang tidak mengecek adanya pemberitahuan mengenai hal-hal penting terhadap peggunaan kosmetik yang tepat.
[bookmark: _Toc133527790][bookmark: _Toc131974710]Melakukan Tindakan Perbaikan
Melaksanakan kegiatan perbaikan dengan menerapkan perbaikan terhadap adanya penyimpangan yang ada supaya terlaksana sesuai dengan ketepan yang telah ditentukan. BBPOM melakukan tindakan perbaikan, diantaranya:
1. Peringatan
Peringatan yang dilaksanakan oleh BBPOM ialah dengan menyerahkan surat peringatan, hal ini dilakukan dengan harapan agar penyelewengan ataupun kesalahan dalam tindakan yang terjadi dapat diperbaiki dan tidak akan terulang kembali, selain itu pihak BBPOM bisa juga turut memberikan teguran juga surat peringatan kepada penjual kosmetik ataupun pelaku usaha yang melakukan penyimpangan.
1. Memberikan Sanksi/Hukuman
Pemberian sanksi yang dilakukan oleh BBPOM ialah bentuk dari usaha perbaikan. Hukuman yang diberikan dapat berupa hukuman administrasi denga pemberian denda pada penjual kosmetik yang menjua produknya tidak sesuai dengan ketentuan, kemudian hukuman lain yang mungkin diberikan ialah adanya hukuman pidana. Hal ini berkaitan dengan berdasar pada Kepala BPOM No. HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 pada pasalnya yang ke13 menerangkan bahwa pelanggaran pada ketetapan  dapat berupa sanksi administrasi yaitu pemberitahuan kontekstual, larangan pengedaran sementara pada kosmetik, penarikan pada produk yang tidak memenuhi kriteria aman, manfaat dan kualitas pada penyebaran, destruksi kosmetik, pemberhentian sementara adanya kegiatan pembuatan dan penyaluran, penggagalan notifikasi juga pemberhentian situs online permohonan adanya notifikasi. Selain adanya sanksi  administrasi, sanksi lain yang dapat dikenakan ialah dengan adanya hukuman pidana yang berlandas pada ketetapan peraturan perundangangan yang berlaku.
[bookmark: _Toc133527791][bookmark: _Toc131974711]Faktor Penghambat Pengawasan Kosmetik Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru.
Pelaksanaan Pegawasan dilakukan untuk pencapaian tujuan dari organisasi, namun terdapatnya faktor penghambat mampu mengurangi efektifitas pengawasan itu sendiri sehingga bisa terlaksana tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berikut beberapa hambatan yang dirasakan oleh pihak Balai Besar POM di Pekanbaru:
1. [bookmark: _Toc133527792][bookmark: _Toc131974712]Kurang spesifiknya Pembagian Tugas Sumber Daya Manusia pada Fungsi Pengawasan subbagian Pemeriksaan oleh BBPOM di Pekanbaru
Tenaga Kerja adalah hal utama pada kegiatan pengerjaan tanggung jawab pengawasan yang berada dalam BBPOM di Pekanbaru. Pengawasan pada kosmetik di Pekanbaru dinilai kurang optimal, dapat dilihat dengan adanya spesifikasi tanggung jawab kerja dalam sub pengawasannya yang dinilai kurang spesifik, pengawasannya pun masih belum terarah secara spesifik karena pengawasan yang terbagi-bagi antara kosmetik, obat, dan pangan mengakibatkan tenaga kerja merasa terkendala pada pembagian kerja BBPOM Pekanbaru terutama pada fungsi pemeriksaannya, jumlah sumber daya manusia yang bertotalkan belasan orang mengakibatkan pengawasan di BBPOM diharuskan bertindak lebih maksimal dan mengakibatkan kurang mampunya penjangkauan pasar yang berada di daerah pelosok, padahal pengawasan yang dilaksanakan oleh bagian pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan perlu terjun secara terjun langsung ke sarana distribusi kosmetik yang ada, hal ini dapat menyebabkan kurang maksimalnya pengawasan yang dilaksanakan pada kosmetik di Kota Pekanbaru, juga bisa memberikan efek negatif bagi konsumen yang menggunakan produk yang ilegal dan tidak teruji langsung oleh Balai Besar POM karena belum tentu kepastian akan keamanannya.
1. [bookmark: _Toc133527793][bookmark: _Toc131974713]Kurangnya  Partisipasi Masyarakat dalam Memilih dan Menggunakan Kosmetik
Partisipasi pada masyarakat ialah keikutsertaan dan ikut serta langsung menjadi konsumen dalam penggunaan kosmetik Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa penyampaian laporan, maupun penyampaian kritik dan saran. Community engagement juga bisa menjadi bentuk perhatian dimana masyarakat terus mengecek pemakaian kosmetik yang mereka gunakan. Masyarakat seringkali tidak peduli terhadap kemasan, pelabelan, izin edar dan kadaluwarsa kosmetik, namun sebagian masyarakat masih menganggap tidak perlu melaporkan adanya penyimpangan pada produknya, padahal laporan masyarakat tersebut dapat mempermudah pemeriksaan BPOM. Faktor kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeriksaan dan penggunaan kosmetik baik dalam membedakan izin edar asli maupun tidak asli juga dapat menjadi faktor penghambat.Pengguna kosmetik harus lebih berhati-hati dalam membeli dan menggunakan kosmetik , apalagi langsung tergiur dengan produk dengan harga murah.
1. Pelaku Usaha yang Kurang Perhatian dalam Kesadaran Hukum
Perkembangan pengawasan kosmetik tentunya membutuhkan kesadaran hukum dari pedagang dan konsumen. Kesadaran pelaku usaha akan ketimpangan dengan menjual kosmetik di bawah standar dan kurangnya kesadaran menjadi kendala yang dihadapi BBPOM Pekanbaru. Merasa kesadaran hukum para pelaku perdagangan manusia masih kurang, BBPOM mengaku kewalahan menghadapi masalah tersebut.
1. Tidak Menetapnya Pelaku Usaha Kosmetik
Sistem regulasi yang diterapkan oleh BBPOM tidak terlepas dari regulasi pedagang yang memasarkan kosmetik ke konsumen. Ada operator kosmetik yang melakukan kegiatan usaha di pasar, operator kosmetik ini seringkali menjual produknya tanpa batas waktu, dan penjual dapat memasarkan atau tidak kosmetik mereka kapan saja, yang seringkali membuat operator kosmetik luput dari pengawasan.

KESIMPULAN
Pengawasan pada kosmetik yang dilaksanakan BBPOM di Pekanbaru berawal  sebelum  produk  kosmetik  beredar  hingga setelah produk beredar, pengawasan pada kosmetik sudah dilakukan, namun masih belum optimal, dilihat dari adanya kendala-kendala dalam pengawasan kosmetik, yang menjadi kendala  pada pengawasan kosmetik di Pekanbaru adalah  kurang spesifiknya pemberian tugas tenaga kerjanya didalam subpengawasan BBPOM di Pekanbaru, kurangnya keikutsertaan konsumen dalam pemilihan dan pemakaian pada kosmetik, pelaku usaha yang kurang akan kesadaran, dan masih terdapatnya pelaku usaha kosmetik yang tidak menetap.
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